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PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/MS.Tkn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syariyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara:

Salmiati, S.E binti Ishak ; NIK. 1117015001830001, tempat tanggal lahir
Pantan Lues, 10-01-1983 / Umur = 39 tahun
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata |, Tempat
tinggal di Dusun Pengulu Peteri, Kampung Blang Kolak I,
Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah,
Provinsi Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Afrizal bin Zainal Arifin ; NIK. 1117011604780004, Tempat
tanggal lahir Lubuk Pakam, 16-04-1978 / umur + 44 tahun,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Dusun
Pengulu Peteri, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan
Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,
sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2023 telah
mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah
Takengon, dengan Nomor 7/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 03 Januari 2023,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2004, Penggugat dan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang
Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagaimana
tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 104 /01 / VI /
2004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2022;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat
bersatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun
Pengulu Peteri, Kampung Blang Kolak Il, Kecamatan Bebesen,
Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1) Gema Ramadhanu Arita, Laki-laki, Tempat tanggal lahir,
Lubuk Pakam, 04-04-2004, dalam asuhan Tergugat;

2) Fadlal Rezeki, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Pantan Lues,
27-07-2008, dalam asuhan Tergugat;

3) Rasihan Febria, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Takengon,
27-02-2015, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah
berjalan selama + 18 (delapan belas) tahun, kemudian hidup
rukun dan damai selama + 14 (empat belas) tahun, selebihnya terjadi
Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa sebab dan akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terus
menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan:

1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin
rumah tangga;

2) Bahwa Tergugat + 4 (empat) tahun sudah tidak memberi nafkah
lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada Bulan Desember 2018, yang mana pada saat itu antara
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Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan merasa
tidak ada kecocokan satu sama lain dalam menjalin rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat, dari sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pemah di damaikan
oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur
Kampung Blang Kolak Il mengenai perselisihan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara
Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan
Warahmah Tidak dapat tercipta lagi akibat alasan—alasan tersebut
diatas maka Alternatif perceraian terbaik yang dilakukan
Penggugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan
Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan
alternatif  terakhir bagi  Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada
Bapak Ketua Mahkamah Syariyah Takengon atau Majelis Hakim yang
menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan
dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan
keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (Muhammad
Afrizal bin Zainal Arifin) terhadap Penggugat (Salmiati, S.E binti
Ishak);
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan
Perundang-Undangan yang berlaku;
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SUBSIDER
Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan
ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan
dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalili gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, : 104 / 01 / VI / 2004 yang dikeluarkan pada
tanggal 15 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, telah
bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan
dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :
Saksi | Bohari Muslim bin Ihsan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Keramat Mupakat
Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
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Adik sepupu Penggugat;

— Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah pada tanggal 15 Mei 2004;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun
Pengulu Peteri, Kampung Blang Kolak Il, Kecamatan Bebesen, Kabupaten
Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;

— Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat sudah berjalan selama + 18 (delapan belas) tahun, kemudian
hidup rukun dan damai selama + 14 (empat belas) tahun, selebihnya terjadi
Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

— Bahwa saksi tidak Pemah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan
dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sejak
kejadian pertengkaran Bulan Desember 2018 tersebut, antara Penggugat
dan tergugat sudah tidah tinggal dan hidup bersama lagi lebih kurang 4
(empat) tahun;

— Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir
maupun bathin kepada Penggugat;

— Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun
dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai
dengan Tergugat;

Saksi Il Mahara Tawarmi binti M. Yakub umur 29 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kampung Kebet,

Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan

keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ipar Penggugat;

— Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah pada tanggal 15 Mei 2004;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun

Pengulu Peteri, Kampung Blang Kolak Il, Kecamatan Bebesen, Kabupaten
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Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;

— Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat sudah berjalan selama + 18 (delapan belas) tahun, kemudian
hidup rukun dan damai selama * 14 (empat belas) tahun, selebihnya terjadi
Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

— Bahwa saksi tidak Pemah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan
dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sejak
kejadian pertengkaran Bulan Desember 2018 tersebut, antara Penggugat
dan tergugat sudah tidah tinggal dan hidup bersama lagi lebih kurang 4
(empat) tahun;

— Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir
maupun bathin kepada Penggugat;

— Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun
dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak lagi
menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang
perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang — undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah
dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syariyah Berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai gugat maka dasar
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pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat
gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syariyah
Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa
hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa,
ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana
maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat
serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan
tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas
perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk
mengurungkan niatnya bercerai dan Tergugat namun tidak berhasil dan oleh
karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan
gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan
talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena
dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
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berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P dan seterusnya serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelend,
serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dalam hal
persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat
dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam
perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat, sesuai
dengan Pasal 285 RBg juncto 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il, sudah dewasa, sudah disumpah
dan memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan Il Penggugat mengenai pokok
dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta
relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308
RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi
tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah
memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukii
tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang
terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat
telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugatdengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
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3. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak Bulan
Desember 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat sekarang sudah
berjalan 4 (empat) tahun tanpa ada memberi nafkah kepada Penggugat
maupun anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang
anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan
perselisihan dan antara Penggugat dan Terggat telah berpisah tempat
tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan
suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling
pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak
berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka
agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma
agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif
untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas
Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi
unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 juncto Pasal 19 Huruf b peraturan

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum
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Islam;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai

pendapat Hakim yang berbunyi:
dalls _calill daple glialgag M dng il dae jace 2381135

Artinya :"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka
Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan
bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan
dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada
petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak
pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain
selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut
dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Muhammad Afrizal bin

Zainal Arifin) kepada Penggugat (Salmiati, S.E binti Ishak);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah

Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami
Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses . Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat . Rp 100.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp 200.000,00
5. PNBP Panggilan Penggugat : Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat : Rp 10.000,00
7. Redaksi . Rp 10.000,00
8. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 420.000,00
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